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Penelitian ini mengkaji penegakan hukum perpajakan dalam
meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui analisis
yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada analisis kerangka
hukum, mekanisme penegakan, dan prinsip-prinsip yang mengatur
perpajakan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menggunakan
pendekatan hukum doktrinal, penelitian ini meninjau peraturan
perundang-undangan, doktrin hukum, dan perspektif akademis
terkait sanksi administratif, penegakan pidana, dan peran institusional
dalam administrasi perpajakan. Temuan menunjukkan bahwa
penegakan hukum perpajakan yang efektif memainkan peran krusial
dalam membentuk perilaku wajib pajak dengan menyediakan
kepastian hukum, sanksi yang proporsional, dan mekanisme
pengawasan yang terstruktur. Strategi penegakan preventif, termasuk
digitalisasi dan pemantauan berbasis risiko, telah memperkuat upaya
kepatuhan, sementara tindakan represif tetap esensial untuk
menangani pelanggaran serius. Namun, tantangan tetap ada, terutama
dalam  kompleksitas regulasi, kapasitas institusional, dan
pemeliharaan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.
Evaluasi normatif menyarankan bahwa penegakan yang seimbang —
menggabungkan wewenang hukum, transparansi, dan inovasi
teknologi—diperlukan untuk mendorong kepatuhan sukarela dan
memastikan pendapatan negara yang berkelanjutan. Studi ini
berkontribusi pada kajian hukum dengan menyoroti pentingnya
menyelaraskan praktik penegakan dengan prinsip keadilan,
proporsionalitas, dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan Indonesia
yang terus berkembang.

ABSTRACT

This study examines the enforcement of tax laws in improving
taxpayer compliance in Indonesia through normative legal analysis.
This study focuses on analyzing the legal framework, enforcement
mechanisms, and principles governing taxation in the Indonesian legal
system. Using a doctrinal legal approach, this study reviews
legislation, legal doctrines, and academic perspectives related to
administrative sanctions, criminal enforcement, and institutional roles
in tax administration. The findings show that effective tax law
enforcement plays a crucial role in shaping taxpayer behavior by
providing legal certainty, proportional sanctions, and structured
oversight mechanisms. Preventive enforcement strategies, including
digitization and risk-based monitoring, have strengthened compliance
efforts, while repressive measures remain essential for dealing with
serious violations. However, challenges remain, particularly in
regulatory complexity, institutional capacity, and maintaining public
trust in tax authorities. A normative evaluation suggests that balanced
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enforcement—combining legal authority, transparency, and
technological innovation—is necessary to encourage voluntary
compliance and ensure sustainable state revenue. This study
contributes to legal scholarship by highlighting the importance of
aligning enforcement practices with the principles of fairness,
proportionality, and accountability in Indonesia's evolving tax system.
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1. PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran sentral dalam menopang pendapatan negara dan membiayai
pembangunan nasional di Indonesia. Sebagai salah satu sumber utama keuangan publik,
pendapatan pajak mendukung pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur, kesejahteraan
sosial, Pendidikan (Kumaratih & Ispriyarso, 2020; Setiawan, 2020), dan program pemulihan
ekonomi. Namun, efektivitas sistem perpajakan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan
perpajakan, tetapi juga pada tingkat kepatuhan wajib pajak dan kekuatan mekanisme penegakan
hukum yang diterapkan oleh negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan
berbagai reformasi hukum dan administratif untuk meningkatkan kepatuhan, namun tantangan
terkait penghindaran pajak, pelaporan yang kurang akurat, dan tingkat kepatuhan sukarela yang
rendah tetap menjadi masalah serius dalam kerangka fiskal nasional (Berlianto, 2022; Diaz et al.,
2023).

Sistem perpajakan Indonesia mengadopsi mekanisme self-assessment, yang menempatkan
tanggung jawab pada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak
mereka secara mandiri. Meskipun sistem ini mendorong otonomi dan efisiensi, sistem ini juga
menciptakan kerentanan ketika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten. Efektivitas
penegakan hukum perpajakan menjadi faktor penentu krusial dalam membentuk perilaku wajib
pajak (Diaz et al., 2023). Tindakan penegakan hukum seperti audit, sanksi administratif, hukuman
pidana, dan mekanisme penyelesaian sengketa bertujuan tidak hanya untuk menghukum
ketidakpatuhan tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan mempromosikan kepastian hukum.
Namun, dalam praktiknya, keseimbangan antara penegakan hukum yang paksa dan strategi
kepatuhan sukarela seringkali menjadi isu hukum dan institusional yang kompleks.

Reformasi hukum di Indonesia, termasuk amandemen undang-undang perpajakan dan
pengenalan kebijakan modernisasi di Direktorat Jenderal Pajak, mencerminkan komitmen
pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan melalui kejelasan regulasi dan penguatan institusional
(Jaman & Pertiwi, 2023; Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Meskipun demikian, pengamatan empiris
menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti
kompleksitas regulasi, kapasitas administratif yang terbatas, interpretasi yang bervariasi terhadap
aturan pajak, dan persepsi publik tentang keadilan dalam sistem perpajakan.

Dari perspektif hukum, kerangka normatif yang mengatur penegakan pajak memerlukan

evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah penegakan selaras dengan
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prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Analisis yuridis normatif menjadi relevan
dalam memahami bagaimana norma hukum, ketentuan undang-undang, dan kebijakan penegakan
berinteraksi dalam sistem perpajakan Indonesia. Alih-alih berfokus pada pengukuran empiris,
pendekatan ini menekankan interpretasi undang-undang, analisis doktrinal, dan pemeriksaan
prinsip-prinsip hukum yang membentuk praktik penegakan.

Melalui perspektif ini, penegakan hukum perpajakan tidak hanya dipahami sebagai fungsi
administratif yang bersifat teknis, tetapi juga sebagai manifestasi supremasi hukum dalam tata
kelola fiskal. Analisis terhadap norma hukum yang mengatur sanksi, hak wajib pajak, serta
kewenangan negara memberikan gambaran mengenai sejauh mana regulasi yang berlaku mampu
mendukung tujuan kepatuhan secara efektif. Literatur hukum dan kebijakan sebelumnya
menekankan bahwa efektivitas penegakan tidak cukup bertumpu pada ketegasan sanksi semata,
melainkan memerlukan transparansi, konsistensi penerapan hukum, serta integrasi dengan sistem
administrasi pajak digital. Perkembangan pelaporan elektronik, integrasi data, dan audit berbasis
risiko menunjukkan pergeseran menuju pendekatan penegakan yang lebih preventif, meskipun
masih muncul pertanyaan mengenai kecukupan kerangka hukum dalam menghadapi dinamika
ekonomi digital dan struktur korporasi yang semakin kompleks.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis peran
penegakan hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui
pendekatan yuridis normatif. Penelitian difokuskan pada evaluasi kerangka hukum, mekanisme
penegakan, serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar kebijakan kepatuhan. Dengan
menelaah bagaimana regulasi pajak dirumuskan dan diimplementasikan, kajian ini diharapkan
menghasilkan analisis hukum yang komprehensif guna mendukung pengembangan sistem
perpajakan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Temuan penelitian diharapkan tidak hanya
memperkaya diskursus akademik dalam bidang hukum perpajakan, tetapi juga memberikan
kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat penegakan hukum dengan tetap

menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak wajib pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Penegakan Hukum Pajak

Tax law enforcement in Indonesia merupakan proses yang kompleks karena
melibatkan instrumen administratif dan pidana untuk memastikan kepatuhan wajib
pajak, tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif atas pelanggaran, tetapi juga
sebagai upaya preventif melalui kepastian hukum dan efek jera. Efektivitas penegakan
hukum ini bergantung pada prinsip-prinsip hukum seperti legalitas, proporsionalitas,
akuntabilitas, dan keadilan, dengan kerangka regulasi yang mengombinasikan sanksi
administratif seperti denda dan bunga penalti sebagai instrumen utama untuk
mendorong kepatuhan, sementara sanksi pidana diterapkan pada kasus penghindaran
pajak atau kecurangan yang disengaja, sehingga tercipta model penegakan yang
seimbang dan mampu menjaga kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Dalam
konteks kerangka regulasi, sistem penegakan hukum pajak di Indonesia menempatkan
sanksi administratif sebagai prioritas untuk meningkatkan kepatuhan, sedangkan
sanksi pidana berfungsi sebagai ultimum remedium pada pelanggaran berat (Hanafi,
2023; Yusuf et al., 2025). Meskipun demikian, berbagai tantangan masih muncul, seperti

efektivitas sanksi yang belum optimal, lemahnya pengawasan, serta rendahnya
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2.2

2.3

pemahaman masyarakat terhadap regulasi pajak, sehingga diperlukan strategi berupa
reformasi regulasi, digitalisasi pengawasan, dan edukasi publik guna meningkatkan
kepatuhan (Yusuf et al., 2025). Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa penegakan
hukum perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, namun
tingkat efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur sistem perpajakan, perilaku
wajib pajak, serta faktor lingkungan eksternal (Utami, 2017). Selain itu, data statistik
periode 2008-2012 memperlihatkan fluktuasi tunggakan pajak dan peningkatan jumlah
wajib pajak terdaftar, yang menegaskan pentingnya penguatan mekanisme penegakan
hukum untuk mengoptimalkan penerimaan negara (Fajar, 2014).

Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Taxpayer compliance merupakan konsep multidimensional yang dipengaruhi oleh
kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi kekuatan otoritas, serta lingkungan
hukum yang berlaku. Perbedaan antara voluntary compliance dan enforced
compliance menjadi kunci dalam memahami perilaku wajib pajak, di mana kepatuhan
sukarela didorong oleh trust dan kewajiban moral, sedangkan kepatuhan yang
dipaksakan berkaitan dengan risiko sanksi dan audit. Kerangka slippery slope
menunjukkan bahwa keseimbangan antara trust dan power diperlukan untuk
meningkatkan kepatuhan, karena kepercayaan mendorong hubungan kooperatif
antara wajib pajak dan negara, sementara kekuatan otoritas memperkuat efek
deterrence (da Silva et al., 2019; Muehlbacher et al., 2011). Kepatuhan sukarela juga
dipengaruhi oleh kesadaran hukum, usia, dan tingkat pendidikan (Muehlbacher et al.,
2011; Seer, 2013), sedangkan kepatuhan yang dipaksakan lebih dipicu oleh ancaman
sanksi dan dalam beberapa kasus berkorelasi negatif dengan pendidikan (Muehlbacher
et al.,, 2011). Selain itu, kejelasan regulasi, rasa keadilan hukum, serta kualitas layanan
publik sebagai imbal balik pajak turut memperkuat kepatuhan dengan membangun
persepsi nilai dan legitimasi sistem perpajakan (da Silva et al., 2019; Tekin & Giir¢am,
2023).

Kesenjangan Penelitian dan Posisi Teoritis

Meskipun banyak studi menganalisis kepatuhan wajib pajak dari perspektif
ekonomi atau perilaku, sedikit yang fokus pada analisis hukum normatif mekanisme
penegakan dalam konteks Indonesia. Penelitian yang ada sering menyoroti efisiensi
administratif atau tingkat kepatuhan empiris, meninggalkan kesenjangan dalam
pemeriksaan doktrinal tentang bagaimana norma hukum membentuk praktik
penegakan. Studi ini menempatkan dirinya dalam kesenjangan tersebut dengan
menganalisis penegakan hukum pajak melalui lensa hukum normatif, menekankan
interpretasi undang-undang, prinsip hukum, dan kerangka institusional.

Dengan meninjau teori-teori existing tentang penegakan hukum, kepatuhan, dan
doktrin hukum, penelitian ini menetapkan landasan konseptual untuk menganalisis
bagaimana hukum pajak Indonesia mengatur perilaku kepatuhan. Literatur
menunjukkan bahwa penegakan hukum yang efektif memerlukan tidak hanya sanksi
yang kuat tetapi juga kepastian hukum, integritas institusional, dan desain regulasi
yang seimbang. Wawasan ini menyediakan dasar teoretis untuk menganalisis sejauh
mana mekanisme penegakan hukum saat ini selaras dengan tujuan yang lebih luas

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat pendapatan negara.
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3. METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Studi

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif untuk mengkaji penegakan
hukum perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia, dengan
menitikberatkan pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, serta tafsir doktrinal
yang relevan. Fokus penelitian diarahkan pada kajian terhadap undang-undang tertulis, prinsip-
prinsip hukum, dan kerangka kebijakan perpajakan, bukan pada pengumpulan data empiris,
sehingga memungkinkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana struktur hukum penegakan
perpajakan dirancang dan berkontribusi dalam membentuk perilaku kepatuhan dalam sistem
hukum Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal yang
bertujuan menafsirkan dan menganalisis ketentuan hukum secara sistematis, mengeksplorasi
koherensi aturan, mengidentifikasi celah normatif, serta menilai keselarasan regulasi dengan tujuan
peningkatan kepatuhan dan kepastian hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan
terlebih dahulu menggambarkan kerangka hukum yang relevan, kemudian mengkaji secara kritis

implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum perpajakan.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Studi ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam
sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer mencakup peraturan
perundang-undangan yang mengatur perpajakan di Indonesia, termasuk undang-undang pajak
penghasilan, ketentuan umum dan prosedur perpajakan, serta berbagai peraturan pelaksana yang
menjadi dasar utama dalam menganalisis struktur hukum mekanisme penegakan hukum. Bahan
hukum sekunder meliputi literatur akademik, komentar hukum, buku teks, dan artikel ilmiah yang
membahas penegakan hukum perpajakan, kepatuhan wajib pajak, serta pendekatan hukum
normatif, sehingga memberikan landasan teoretis dan interpretasi doktrinal terhadap regulasi yang
dianalisis. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen
penjelasan resmi digunakan untuk memperjelas terminologi serta memperkuat pemahaman

konseptual dalam kerangka penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi literatur, yang melibatkan tinjauan sistematis
terhadap dokumen undang-undang, publikasi resmi pemerintah, dan sumber akademik yang
relevan dengan penegakan hukum perpajakan. Proses pengumpulan menekankan pemilihan bahan
yang langsung terkait dengan mekanisme penegakan, sanksi, hak wajib pajak, dan kebijakan
kepatuhan. Teknik ini memastikan bahwa analisis didasarkan pada referensi hukum yang otoritatif

dan mencerminkan perkembangan regulasi terkini dalam sistem perpajakan Indonesia.

3.4 Metode Analisis Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan
menginterpretasikan teks hukum secara yuridis, konseptual, dan analitis. Pendekatan yuridis
digunakan untuk mengkaji undang-undang serta peraturan yang mengatur penegakan perpajakan,
sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada pemahaman prinsip-prinsip hukum seperti
keadilan, proporsionalitas, dan kepastian hukum, sementara pendekatan analitis diterapkan untuk

menilai hubungan antara ketentuan penegakan hukum dan tujuan peningkatan kepatuhan wajib
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pajak. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan interpretasi sistematis guna memahami posisi suatu
regulasi perpajakan dalam kerangka hukum yang lebih luas dengan membandingkan berbagai
ketentuan dan mengidentifikasi konsistensi normatifnya, sehingga dapat dievaluasi apakah
mekanisme penegakan hukum telah dirancang secara efektif. Hasil analisis kemudian disajikan
secara naratif dengan mengintegrasikan penalaran doktrinal dan evaluasi kritis terhadap kerangka

hukum yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Kerangka Hukum Penegakan Hukum Pajak di Indonesia

Penegakan hukum pajak di Indonesia diatur melalui berbagai ketentuan perundang-
undangan yang menetapkan hak dan kewajiban wajib pajak sekaligus kewenangan otoritas pajak
dalam kerangka hukum administrasi yang menekankan kepastian hukum, keadilan prosedural, dan
proporsionalitas sanksi. Regulasi mengenai administrasi pajak, pajak penghasilan, serta prosedur
perpajakan umum mengatur mekanisme pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan
penyelesaian sengketa sebagai bagian dari upaya negara untuk memastikan kepatuhan yang tidak
hanya bersifat sukarela, tetapi juga didukung oleh instrumen hukum yang kuat. Dalam konteks ini,
peran hukum pajak menjadi penting untuk menjaga kejelasan dan keadilan sistem, sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui regulasi yang konsisten serta pemberian insentif dan
peningkatan kesadaran publik (Salimudin, 2022).

Penerapan self-assessment system di Indonesia menempatkan tanggung jawab besar pada
wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan kewajiban pajaknya secara mandiri, sebagaimana
diatur dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang bertujuan meningkatkan kepatuhan
sukarela serta efisiensi administrasi (Graciella et al., 2025). Namun, implementasinya masih
menghadapi tantangan seperti ketimpangan beban pajak, keterbatasan akses informasi dan
teknologi, serta inkonsistensi regulasi (Graciella et al., 2025). Oleh karena itu, mekanisme penegakan
hukum berfungsi sebagai instrumen pengaman untuk menjaga akuntabilitas, dengan penerapan
sanksi administratif berupa denda dan penalti bunga sebagai langkah korektif tanpa langsung
menggunakan jalur pidana (Mursyid & Sugiharto, 2024). Model penegakan bertahap ini
menekankan penyelesaian administratif terlebih dahulu, namun tetap membuka ruang penuntutan
pidana bagi pelanggaran berat atau tindakan kecurangan yang serius (Nurferyanto & Takahashi,
2024).

Meskipun kerangka hukum telah dirancang secara komprehensif, efektivitas penegakan
hukum pajak masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas regulasi, keterbatasan
sumber daya manusia, serta risiko praktik korupsi yang dapat menghambat implementasi kebijakan
secara optimal (Silalahi, 2023). Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan koordinasi
antarinstansi, penguatan kapasitas aparat pajak, dan pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki
sistem pengawasan serta transparansi (Silalahi, 2023). Dari perspektif normatif, kejelasan dan
konsistensi regulasi menjadi faktor kunci, karena ketidakpastian interpretasi hukum berpotensi
melemahkan kepatuhan wajib pajak; oleh karena itu, diperlukan norma hukum yang jelas, prosedur
yang transparan, dan panduan yang mudah diakses agar penegakan hukum selaras dengan prinsip

keadilan dan kepastian hukum.
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4.2 Bentuk Penegakan Hukum Pajak dan Implikasinya Hukum

Penegakan hukum pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi tindakan preventif
dan represif yang saling melengkapi dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Penegakan preventif
mencakup sistem pemantauan, audit berbasis risiko, serta pemanfaatan platform pelaporan digital
yang bertujuan mendeteksi potensi ketidakpatuhan sejak dini, sehingga tindakan korektif dapat
dilakukan sebelum pelanggaran berkembang menjadi kasus yang lebih serius (Listiyarini, 2024).
Implementasi teknologi seperti e-Faktur Pajak terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan
menunjukkan pergeseran pendekatan dari model penegakan berbasis hukuman menuju strategi
regulasi modern yang menekankan pengawasan, transparansi, dan edukasi berbasis sistem digital
(Safitra & Djamaluddin, 2020).

Di sisi lain, penegakan represif dilakukan melalui penerapan sanksi administratif dan
pidana ketika pelanggaran telah terjadi. Sanksi administratif seperti denda dan penalti bunga
menjadi instrumen yang paling sering digunakan karena dinilai lebih efisien dan proporsional
dalam menangani sebagian besar kasus ketidakpatuhan tanpa harus menempuh proses pidana
(Mumek & Wasis, 2022). Sementara itu, sanksi pidana diterapkan sebagai ultimum remedium pada
pelanggaran berat seperti penggelapan pajak, pemalsuan data, atau tindakan yang merugikan
penerimaan negara secara signifikan, sehingga struktur penegakan berlapis ini mencerminkan
prinsip proporsionalitas dan proses hukum yang adil (Dharmasetya, 2023). Namun, kompleksitas
regulasi serta keterbatasan sumber daya menjadi tantangan dalam pelaksanaan sanksi secara efektif
(Silalahi, 2023).

Meskipun kerangka penegakan hukum telah dirancang secara komprehensif, berbagai
tantangan implementasi masih muncul, termasuk regulasi yang kompleks, keterbatasan kapasitas
aparat, dan potensi praktik korupsi yang dapat menghambat efektivitas kebijakan (Silalahi, 2023).
Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas
sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki sistem pengawasan dan
transparansi (Silalahi, 2023). Selain itu, ketidakkonsistenan penerapan regulasi dan perubahan
aturan yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak, sehingga diperlukan
komunikasi hukum yang jelas serta perlindungan hukum yang memadai agar mekanisme

penegakan tetap selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

4.3 Peran Sanksi dalam Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi merupakan unsur sentral dalam penegakan hukum perpajakan karena berfungsi
sebagai instrumen pencegahan sekaligus mekanisme korektif terhadap pelanggaran. Dalam
perspektif hukum normatif, sanksi tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga
mendorong perubahan perilaku wajib pajak agar selaras dengan prinsip kepatuhan. Di Indonesia,
sanksi administratif seperti denda atas keterlambatan pelaporan atau kekurangan pembayaran
dirancang untuk memperbaiki kesalahan tanpa menghilangkan rasa keadilan. Prinsip
proporsionalitas menjadi penting, sebagaimana perubahan regulasi dalam Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2021 yang berupaya mengurangi beban sanksi yang berlebihan guna menciptakan sistem
perpajakan yang lebih adil dan seimbang (Wijaya, 2023). Selain itu, kepastian hukum dalam
penerapan sanksi, termasuk penggunaan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, menegaskan
pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak wajib pajak
(Dharmasetya, 2023).
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Efektivitas sanksi sangat bergantung pada keseimbangan antara ketegasan dan kepastian
hukum. Sanksi yang terlalu berat berpotensi menimbulkan resistensi dan menghambat kepatuhan
sukarela, sementara sanksi yang terlalu ringan tidak cukup efektif untuk mencegah pelanggaran
yang disengaja. Pendekatan yang proporsional dan transparan terbukti mampu meningkatkan rasa
keadilan serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem perpajakan. Berbagai studi menunjukkan
bahwa penerapan sanksi, termasuk melalui program penertiban lapangan dan inovasi digital seperti
E-SAMSAT, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah tertentu
(Adnyani & Anggara, 2023). Kebijakan seperti sunset policy, yang mengurangi atau menghapus
sanksi administratif, juga menjadi strategi untuk mendorong pembayaran pajak dan memperbaiki
kepatuhan melalui manajemen perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel (Saing, 2015).

Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih muncul dalam implementasi sanksi, seperti
keterbatasan infrastruktur pengawasan, kompleksitas regulasi, serta kecenderungan sebagian wajib
pajak untuk melakukan penghindaran pajak (Wijaya, 2023). Kerangka hukum yang kuat tetap
diperlukan untuk menangani ketidakpatuhan yang disengaja melalui kombinasi sanksi
administratif dan pidana (Pasaribu, 2024). Perkembangan administrasi pajak digital turut mengubah
pola penerapan sanksi melalui sistem deteksi otomatis yang memungkinkan respons lebih cepat
terhadap potensi pelanggaran. Namun, dari perspektif normatif, penggunaan teknologi dalam
penegakan hukum harus tetap sejalan dengan prinsip kepastian hukum, perlindungan hak wajib

pajak, dan jaminan privasi data agar keadilan substantif dalam sistem perpajakan tetap terjaga.

4.4 Kapasitas Institusional dan Tantangan dalam Penegakan Hukum

Penegakan hukum perpajakan yang efektif tidak hanya bergantung pada kelengkapan
regulasi, tetapi juga pada kapasitas institusional yang kuat. Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran
strategis dalam implementasi kebijakan penegakan, pelaksanaan audit, serta pengelolaan proses
penyelesaian sengketa, sehingga kompetensi, transparansi, dan profesionalisme aparat menjadi
faktor penting dalam menjaga kredibilitas tindakan hukum. Analisis hukum menunjukkan bahwa
keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, serta kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya
manusia masih menjadi tantangan dalam menciptakan penegakan hukum yang efektif dan
berintegritas (Liyana, 2019; Wibowo et al., 2025).

Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah kompleksitas regulasi perpajakan yang
sering memunculkan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan otoritas, sehingga
meningkatkan potensi sengketa hukum (Tanudjaja et al., n.d.). Perubahan regulasi yang terlalu
sering juga dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan memperumit proses kepatuhan, baik bagi
wajib pajak maupun administrator (Wibowo et al., 2025). Selain aspek normatif, persepsi publik
mengenai keadilan dan akuntabilitas lembaga pajak turut memengaruhi perilaku kepatuhan;
tindakan penegakan yang dianggap sewenang-wenang atau tidak konsisten berpotensi
menurunkan tingkat kepatuhan sukarela (Utami, 2017). Oleh karena itu, peningkatan transparansi
dan akuntabilitas menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
institusi perpajakan (Liyana, 2019).

Rekomendasi perbaikan menekankan perlunya reformasi regulasi dan penyederhanaan
prosedur litigasi guna mengurangi kompleksitas serta meningkatkan efisiensi penyelesaian
sengketa (Tanudjaja et al., n.d.). Digitalisasi administrasi perpajakan dan peningkatan edukasi
publik mengenai hukum pajak juga dipandang mampu memperkuat kepatuhan dan mengurangi

potensi konflik antara wajib pajak dan otoritas (Yusuf et al., 2025). Dari perspektif yuridis normatif,
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penguatan tata kelola institusional melalui peningkatan literasi hukum, penyederhanaan bahasa
regulasi, serta konsistensi penerapan prosedur hukum menjadi langkah strategis untuk
menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasi, sehingga sistem

perpajakan dapat berjalan lebih adil, transparan, dan efektif.

4.5 Modernisasi dan Digitalisasi dalam Penegakan Hukum Pajak

Modernisasi administrasi pajak menjadi salah satu perkembangan penting dalam strategi
penegakan hukum perpajakan di Indonesia melalui pemanfaatan platform digital seperti pelaporan
elektronik, faktur elektronik, serta basis data terintegrasi yang memungkinkan otoritas memantau
kepatuhan secara lebih efektif. Transformasi teknologi ini berkontribusi pada pendekatan
penegakan preventif dengan mengurangi peluang manipulasi data dan meningkatkan akurasi
informasi perpajakan. Inisiatif digital seperti e-Filing dan e-Billing terbukti meningkatkan
kepatuhan wajib pajak dengan menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat
pengolahan data pajak (Rosyid et al., 2024; Rusli, 2019). Selain itu, perluasan layanan digital juga
menyoroti kebutuhan reformasi regulasi, terutama dalam menghadapi tantangan baru seperti
kewajiban pajak penyedia jasa digital lintas negara yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh
kerangka hukum yang ada (Rahmawati et al., 2025).

Dari perspektif hukum, digitalisasi administrasi pajak memunculkan isu baru terkait
perlindungan data, privasi, serta batasan kewenangan administratif dalam penggunaan teknologi.
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku sejak 2021 menjadi langkah
strategis dalam modernisasi sistem perpajakan, meskipun masih terdapat inkonsistensi kebijakan
yang perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan ekonomi digital (Mahpudin, 2024).
Analisis normatif menekankan pentingnya regulasi yang jelas mengenai pemanfaatan data dan hak
wajib pajak untuk mencegah penyalahgunaan informasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap
sistem perpajakan digital (Mahpudin, 2024). Di sisi lain, digitalisasi juga menghadirkan tantangan
keamanan data dan privasi yang menuntut penerapan protokol keamanan yang kuat serta
peningkatan infrastruktur teknologi (Prathama, 2024; Rosyid et al., 2024).

Selain meningkatkan efisiensi administrasi, alat penegakan hukum berbasis digital
berpotensi memperkuat hubungan kolaboratif antara wajib pajak dan otoritas pajak melalui layanan
yang mudah diakses dan umpan balik secara real-time. Pendekatan ini mendorong kepatuhan
sukarela dengan mengurangi beban administratif sekaligus meningkatkan transparansi proses
perpajakan. Pergeseran menuju sistem yang berorientasi pada layanan menunjukkan transformasi
yang lebih luas dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia, di mana kewenangan hukum
tidak hanya bertumpu pada sanksi, tetapi juga dilengkapi oleh inovasi teknologi dan tata kelola
yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

4.6 Evaluasi Normatif Efektivitas Penegakan Hukum Pajak

Efektivitas keseluruhan penegakan hukum pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib
pajak bergantung pada integrasi norma hukum, kapasitas institusional, dan kepercayaan
masyarakat. Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah
menetapkan sistem penegakan yang komprehensif yang menggabungkan tindakan administratif
dan pidana. Namun, keberhasilan mekanisme ini bergantung pada implementasi yang konsisten,

interpretasi hukum yang jelas, dan keselarasan dengan prinsip keadilan.
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Pembahasan menyoroti bahwa penegakan hukum tidak boleh dipandang semata-mata
sebagai alat hukuman, melainkan sebagai bagian dari ekosistem hukum yang lebih luas yang
mencakup pendidikan, transparansi, dan transformasi digital. Penguatan kepastian hukum dan
penerapan sanksi yang proporsional dapat menciptakan lingkungan penegakan hukum yang
seimbang, yang mendorong kepatuhan sukarela sambil mempertahankan otoritas negara. Dalam
konteks ini, penegakan hukum perpajakan menjadi proses dinamis yang mencerminkan interaksi
antara doktrin hukum, praktik institusional, dan ekspektasi masyarakat yang terus berkembang.

Secara keseluruhan, temuan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah
mengembangkan kerangka hukum yang kokoh untuk penegakan pajak, penyempurnaan
berkelanjutan terhadap peraturan dan praktik institusional diperlukan untuk meningkatkan hasil
kepatuhan. Evaluasi normatif menunjukkan bahwa reformasi di masa depan harus berfokus pada
penyederhanaan ketentuan hukum, penguatan jaminan hukum, dan integrasi kemajuan teknologi

dalam sistem regulasi yang koheren dan adil.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis normatif, penegakan hukum perpajakan di Indonesia telah
berkembang menjadi sistem hukum terstruktur yang mengintegrasikan pengawasan administratif,
sanksi, dan tata kelola institusional untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kerangka hukum
menunjukkan pendekatan penegakan bertahap yang memprioritaskan koreksi administratif sambil
mempertahankan tindakan pidana untuk pelanggaran berat, mencerminkan prinsip
proporsionalitas dan kepastian hukum. Studi ini menemukan bahwa penegakan yang konsisten,
didukung oleh peraturan yang jelas dan profesionalisme institusional, secara signifikan
mempengaruhi perilaku wajib pajak dan memperkuat kepatuhan sukarela. Selain itu, modernisasi
dan digitalisasi administrasi perpajakan telah meningkatkan penegakan preventif dengan
meningkatkan transparansi dan kemampuan pemantauan. Namun demikian, tantangan terkait
kompleksitas regulasi, interpretasi norma hukum, dan kepercayaan publik tetap menjadi masalah
penting yang memerlukan reformasi berkelanjutan. Memperkuat kejelasan hukum, akuntabilitas
kelembagaan, dan perlindungan teknologi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan
hukum perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemaksaan, tetapi juga sebagai
mekanisme yang mendorong keadilan, efisiensi, dan pendapatan negara yang berkelanjutan di

Indonesia.
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